
BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR ., 02 TAHLTN 2OO8

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANA PAJAK REI(LAME
KABUPATEN NATUNA

Menimbang

Mengingat

BUPATI NATUNA

: a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dari amanat Peraturan Daerah

Kabupten Natunal{o-or 20 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame,

perlu diatur tata cara dan petunjuk pelaksanaan;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu

dibuat petunjuk pelaksanaan Pajak Reklame di Kabupaten Natuna

yang seianj uinya- ditetapkan dengan I(eputu san Bup ati'

I t Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor

76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3Zoe):

u 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomot 41,

tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

, 3. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihain

' Pajak irngun surat paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor

4i,tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);

ly 4. Undang - undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan

kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan

Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

Kabupaten i(uantan Singingi, dan Kota Batam ( Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 181 );

|l-5'Undang-undangNomorlTTahun2003tentangKeuangan
Negara llembara, N.guru Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

+ll Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a286);

v 6 Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5, iambahan Lembarrn N"gutu Republik Indonesia Nomor 4355);



{ 7 Undang - undang Nomor 10 Tahun 2OO4 tentang Pembentukan

peraturan perunJang - undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik IndonPsia Nomor a389);

1"8. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lemiurun Negara Republik Indonesia Nomor

4$7) Sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang

Nomor 8 tahun 2A05 ;

si g. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antar:a Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lenibaran 1i.grtu Republik Indonesia Nomor 4 3$;

,/ 10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentangTata caru

Penyitaan Dalam Rangka Penagihan PquI de191n Surat Paksa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247,

Tambahan Leribaran N.gutu Republik Indonesia Nomor a1a\;

tr 11. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentangTata Cara

Penjualan Barang sitaan yang dikecualikan Dari Penjualan secara

Lelang Dalam 
-Rangka -Penagihan 

Pajak dengan Surat Paksa

(Lem6'aran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248,

tambahan Lern'baran \i.gutu Republik Indonesia Nomor a050);

1,,, 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentangPaiakDaer.a]tt 
(r.mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,

Tambahan Lenibaran N.gata Republik Indonesia Nomor 4138);

L 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/I(ota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomot 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

vl 14, Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 08 Tahun 2001

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan

Daerah KabuPaten Natuna;

a 15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 05 Tahun 2003

ientang Uang Peransang dari Pajak Daerah,Retribusi Daerah dan

Lain-lain penerimaan daerah yang sah'

MEMUTUSKAN

PERATURANBUPATINATUNATENTANGPETUNJUK
PELAKSANAPAJAKREKLAMEKABUPATENNATUNA

Menetapkan

BAB I
KETENTUAN UMT]M

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah KabupatenNatuna'

-t-^t^L T\^^-^L trf ^1r,rnaten l\fcfirnq



Ery:5.--

c.

d.

e.

Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.

Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna'

Kas Daerah adalah Kabupaten Natuna atau Badan yang diserahi wewenang dan

tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Natuna'

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan

corak ragamnya untuk tujuan komersial, digunakan untuk memperkenalkan,

menganjuikan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau

yan{ Aipat dilihat, dibaca atau didengat d{ti suatu tempat oleh umum kecuali yang

dilakukan oleh Pemerintah.

Gb' Pajak Reklame yang selanjutnYa

penyelengg araan reklame.

disebut Pajak adalah pungutan daerah atas

h. Dalam Sarana Pemerintah adalah bagian ruang kota yang status pemilikannya

dikuasai negaraldaerah dan penggunaannya untuk \eqentjlean 
umum sesuai dengan

p.*ntrf.*"yang ditetap[; r.iJunu kota, seperti bahu jalan/trotoar, bantaran kali,

iralt" b.rs, jembatan penyebrangan, taman dan lain sebagainya'

Diluar Sara Pemerintah adalah bagian dari ruang kota yang status pemilikannya

perseorangafi atav badan tertentu yang pemamfaatannya sesuai dengan peruntukan

yang ditetapkan dalam rencana kota.

Dalam gedung atau bagunan (In door) adalah lokasi atau titik pemasangan reklame

berada Ai aAu* gedun'g atau bangunan, misalnya lobby hotel, kamar hotel dalam

ruangan restoran dan lain sebagainya.

Diluar gedung atau bangunan (Out door) adalah lokasi atau titik pemasangan

reklame berada diluar banlunan dan gedung, seperti di atas pintu masuk , di atas atap

gedung atau menempel pada dinding luar bangunan'

Tinggi reklame adalah jarak bidang reklame tertinggi (puncak reklame) terhadap

p.rii.rkuu, tanah rata-ritapada lokaii sekitar reklame tersebut diselenggarakan'

j

l.

m. Materi pesan (teks) I tema adalah pesan-pesan berupa kata-kata" tulisan'

gambar/logo, kata-kaia simbol, atau gambar yang disajikan dalam bidang reklame'

baik secara statis maupun secara bergerak (animasi)'

n. Panggung reklame adalah sarana atav tempat pemasangan satu atau beberapa bidang

rektiire lang diatur secara terpadu dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis,

baik Oaii t.gi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun

keserasiannyu d.ngun pemamfaatan ruang kota beserta lingkungan di sekitarny.a'

o. Penyelenggara reklame adalah Perorangan ata1 badan hukum yang

-eryeterlgarakan reklame baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas

nu-u pihalihin y ang meryadi tanggungannya'

p. Nilai jual objek pajak reklame adalah keseluruhan pembayaran I pengeluaranbiaya

yang iit et,rarta, oleh pemilik dan atau penyelenggarareklame termasuk dalam hal

ini i'aaan biaya lharyibeli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran

ongkos perakitan , pemencar afi, pefagaarr. penayangan, pengeceran, pemasangan dan

traisportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan pemasangan reklame

rampung dipancirkin, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang

sudah diizinkan.

q. Nilai strategis adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan

reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemamfaatantata ruang kota untuk

beberapa aspek ke$iatan bidang usaha'

r. Isian Data Reklame (IDR) adalah Formulir yang digunakan oleh wajib pajak untuk

mengajukan permohonan penyel ellggaraan reklame'

s. Surat Setoran Pajak DaeralL yang selanjtrtnya disingkat ssPD adalah surat yang digunakan

oleh Wajib Pajai untuk -.t t o[* pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke

,KasDaera}ratauketempatlainyangditetapkanolehKepalaDaerah.



surar Ketetapan Pajak Daerah Sementara yang selanjutnya disingkr, lPDl-'d"l* SKPD

yang menenhlkan besarnya jumlah Pajak -VanE terutang sementara untuk suatu masa pajak'

V*E ai*rpm poau u*ut rnasa pajaki.r..bri secara jabatan oleh Dinas Pendapatan'

Surat Ketetapan Pajak Daerah Final yang selanjutnya disingkat SKPDF adalah Surat

Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang'

surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnl'a disebut SKPDKB adalah surat

keputusan yang menentukan besarnla jumlah p"i* iu"g terhutang, jumlah kredit pajak'

jumlah kekurangan p.-Ouyut* pof.of. pujuk, Uesarnya sanksi administrasi dan jumlah yang

masih harus dibaYar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat

SKpDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang teleh

ditotapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDIP adalah surat

keputusan yurg rn"nrrt rk* jumlah tetlUinan f,e*bayurao pajak karena jumlah kredit pajak

f.Uif, UuVr. f.U]f, U.rui Jari pa;at yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang'

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selajutnya disingkat SKPDN- adalah surat

keputrsan yung *.ri*totan iu*tatr pr:rt vrrg tt hrrt4"g sama besarnya dengan jumlah

f.riaiip"iAi ata:u pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Taguhan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalahsurat untuk melakukan

tagihan puiui. *t , sanksi administrasi berupa bunga dafl atau denda.

t.

u.

v.

w.

v.

BAB II
OBJEK DAN SUYEK PAJAK REKLAME

Pasal2

Objek pajak adalah atas setiap penyelengg alaanreklame di Kabupaten Natuna, yng meliputi

a. Reklame Papan / Billboard / Megatron'

b. Reklame Kain / umbul-umbul / spanduk'

c. Reklame Melekat ( striker ).

d. Reklame Selebaran.

e. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan'

f. Reklame Udara.

g. Reklame Suara.

h. Reklame Film/Slide.

i. Reklame Peragaan.

j Reklame Bersinar

Pasal3

(1) Dikecualikan dari objek pajakadalah.

^. 
Penyelengg araaflreklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah'

b. Penyelengg afaaireklame melalui televisi, radio, warta harian.

(2)pengecualian objek pajak mengenai reklame yang luasnya kurang dari.0,10 hzf tidak

berlaku apabila waiit i,ajak dJam radius kurang 2oo *, menyelenggarakan lebih dari I

(satu) bilhoard dengan tema yang identik dan satu pemilikan'

(3) Untuk reklame billboard sebagaimana y?n-g.aimafsrlf ayat (2) Pasal ini dikenakan pajak

dengan ukuran luas reklam" *"b.*u, jumlah luas dari billboard-billboard yang dipasang'



(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang

memesan reklame.

Pasal4

pribadi atau badan yang menyelenggarakan

(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame'

BAB III
PENIYELENGGARAANREKLAMEKABIJPATENNATUNA

Pasal 5

Penyelengg araan reklame pada semua kawasan I zona reklame harus memperhatikan

persyaratan sebagai berikut :

a. Tidak mengganggu ketertiban umum dan keamanan; keindahan kota dan lalu lintas

pejalan kaki maupun pengaturan lalu lintas, serta tidak menyimpang dari norma-

norma agama, sosial dan budaYa.

b. Tidak mengganggu fungsi prasarana kota dan merusak konstruksi prasarana kota dan

bahan reklime tidak boleh mengganggu kebersihan kota.

c. Tidak diperkenankan menyelenggatakan reklame billboard, spanduk' reklame

berjalan yunj U"rripat komersil fang bentuk, ukuran, dan sipat penampilan bidang

promosinyu iiguUrrgkan dengan p*uu, nelWlulrln kepada masyarakat ( sosial )

apabila luas biiang piomosinyu t"Uit dari-ZoYadari keseluruhan luas bidang reklame'

Pasal 6

Penyelengg araanReklame Billboard harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Pada halaman :

1. Bentuk reklame disesuaikan dengan arsitektur bangunan dan lingkungan sekitarnya'

Z. Jarak bidang reklame terendah terhadap permukaan tanah rata-tata minimal 2,5 (dua

koma lima) meter.

3. Dikelompokan dalam bentuk panggung reklame'

b. Menempel pada bangunari :

1. .Merupakan satu kesatuan desain dengan arsitektur bangunan utamanya'

2. Pada bangunan deret dan tunggal diatur dalam suatu pengarahan rencana bentuk

yang utuh dan merupakan satu kesatuan bentuk pada blok tersebut sesuai ketentuan

rencana kota.

3. Logo, nama gedunglkantor/tempat usaha dipasang dengan atau tanpa bidang dasar'

c. Di atas bangunan :

1. Merupakan satu kesatuan desain dengan bangunan utamanya.

2. Pada bangunan deret dan tunggal diatur dalam suatu pengarahan reficafla bentuk

yang utuh-dan merupakan satu Iesatuan bentuk pada blok tersebut sesuai ketentuan

rencana kota.

3. Bidang reklame harus berdiri tegak lurus terhadap dengan bidang horizontal dengan

tinggi kaki reklame tidak terlif,at dari bawah d.ngun sudut pandang 45 derajat

terhadaP garis horizontal.



4. Ketinggian reklame ditetapkan berdasarkan konstruksi yang mendapat rekomendasi

dari instansi terkait.

5. Seluruh desain reklame harus sesuai dengan rencanakota dan mendapat rekomendasi

dari instansi terkait.

6. Penempatan reklame harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dan

rekomendasi teknis dari instansi terkait.

7. Memasang reklame yang menggunakan / memancarkan cahaya bergerak yang

*.rggurglgu keselamatun lulu lintas, terutama pada pojok jalan harus mendapat

rekomendasi dari instansi terkait.

Pasal T

Penyelengg araan reklame pada lingkuogan perumahan diperkenankan hanya pada tempat -

tempat sebagai berikut :

a. Halaman dengan PersYaratan :

1) Desain reklame harus sesuai dengan arsitektur bangunan dan lingkungan sekitarnya.

2) Penemp atannya dikelompokan dalam bentuk panggung reklame khususnya untuk

mini billboard.

b. Menempel pada bangunan dengan persyaratan '

l) pada bangunan deret dan tunggal diatur dalam suatu pengarahan rencana bentuk

y angututr sesuai dengan lingkungan dan arsiteklur bangunan.

2) Luas bidang reklame maksimal 3OYo dari luas bidan g teklame terpasang atau sisi

bangun terPasang.

c. Di atas bangunan, dengan persyaratan :

1) Hanya diperkenankan pada bidang atap mendatar atau plat beton.

2) Ketinggian reklame maksimal 6 m dihitung dari atap gedung.

3) pada bangunan deret dan tunggal diatur dalam suatu pengarahan rencana yang utuh

sesuai dengan lingkungan dan arsitektur bangunan'

Pasal 8

penyelengg araanreklame pada kawasan panggung reklame diperkenankan hanya pada titik

p.rri-puilan jalan dan bahu jalan, pusai lingkungan perumahan, kawasan industri dengan

persyaratan sebagai berikut :

a. Standar ukuran reklame disesuaikan dengan kondisi lingkungan sehingga tidak

mengganggu keselamatan lalu lintas.

b. Seluruh desain dan penempatan reklame harus sesuai dengan rencana kota dan

mendapat rekomendasi teknis dari Dinas/Instansi terkait.

c. Tidak diperkenankan penempatan reklame panggung pada persimpangan jalan yang

*.nggrnukan/memaniarkan cahaya bergeiak yang mengganggu keselamatan lalu

lintas.

d. Khusus pada persimpangan jalaq jarak dari persimpangan minimal.50 meter dari

titik persimpungun dan sisi teiluar bidang reklame 2 meter dari bahu jalan.
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,/ ttl Setiap penyelengg araan semua jenis reklame di wilayah Kabupaten

* mendapat izin penyelenggaraan reklame dari Bupati' i ' j ;i ':

, Q) Penyelengg araan perizinan reklame akan diberikan rekomendasi

Desallurahl camat setempat yang ditetapkan oleh Bupati.

(3) Tim penyelenggaraan Reklame dapat beranggotakan dari berbagai Dinas yang terkait,

antara fain fep'ata Desa/Lurah/ Camat, Dinas Pendapatan Daerah Dinas Perhubungan,

Badan Kesatuan Bangsa dan atau dibantu oleh Pihak Ketiga yang kompeten.

(4) Setiap penyelenggaraan reklame di wilayah Kabupaten Natuna akan diberikan izin

p.ry.l.ngguraan-Jetelah memenuhi segalapersyaratanyang ditetapkan oleh Bupati'

k ,''6\ Terhadap billboard yang berada dalam sarana pemerintah diberikan waktu- [, kepemilikannya maksimaus4tirna) tahun terhitung sejak diberikan izin dan selanjutnya

titik dan konstruksi billboard tersebut menjadi milik pemerintah. ' i.'.

(6) Terhadap billboard yang telah diberikan izin, batas waktu tidak menampilkan thema

atau gambff atau judul ieklame (billboard kosong) adalah paling larnbat 3 (tiga) bulan

setelah tanggal izin diberikan apabila melewati batas waktu tersebut maka Pemerintah

Daerah berhak memamfaatkan billbo ard tersebut'

(7) pemerintah Kabupaten Natuna berhak menyisipkan pesan dan himbauan pada setiap

penyelengg araan reklame dalam sarana pemerintah'

BAB IV
PERIZINAN

Pasal9

Natuna, harus

{ii..} r

oleh'Kepala

(1)

(2)

BAB V
PENETAPAN KAWASAN / ZONA REKLAME

Pasal 10

Setiap penyebaran reklame di wilayah Kabuapten Natuna harus memperhatikan

keserasian lingkungan yang sesuai dengan tatakota.

Kawasan Reklame Billboard di witayah Kabuapten Natuna ditetapkan dalam 3 (tiga)

kawasan, yaitu :

!

(3) Penetapan kawasar/zona reklame dapat

perubahan kondisi di laPangan'

(4) Perubahan kawasan seperti yang dimaksud

Keputusan BuPati.

berubah sesuai dengan kebutuhan dan

pada ayat (4) Pasal ini, ditetapkan dengan

NO KELOMPOK KAWASAN YANGDILIPUT

1 KAWASAN A Iftcar"ata, B"rgrta, timur, Kecamatan Bunguran Batat dan

Kee arnatar+€iantan

? KAWASAN B @amatan Serasan, Kecamatan Midai,

Kecafiratan.'P almat*k dan Kecamatan Pu I au T iga

J KAWASAN C Laut, Kecamatan Bunguran Tengah,

BungUran Utara, Kesamatan.-siantan Timur, Keeamatafl,*Siatan

Selaian, Kecarnatan Jemaja Timur, Kecamatan Pulau Laut,

Kecamatann Subi, Kecamatan Bunguran Selatan, Koeamatan

S iantan-Teng"zlh' dan Kecamatan S erasan Timur.
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BAB VI
DASAR PENGENAAN PAJAK DAN TARIF PAJAK

Bagian Pertama

Reklame Billboard

Pasal 11

(2) Kewajiban wajib pajak dalam penyelenggaraarlreklame billboard adalah pajak reklame,

retribusi izin temPat usaha,

(2) Dasar pengenaan pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.

Pasal 12

Tarif pajak reklame billboard ditetapkan sebesar lO% (sepuluh persen) dari Dasar

Pengenaan Paj ak Reklame.

Pasal 13

(l) Dasar pengenaan pajak Reklame Billboard adalah Nilai Sewa Reklame, yaitu Nilai

strategis Riklame ditambah Nilai Jual objek Pajak Reklame (NJoP).

(2) Nilai Strategis Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan p^ada titik lokasi

pemasangan-reklame tersebut bedasarkan kriteria kepadatan pemamfaatan tata ruang

kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha, yang diperoleh dengan mengalikan

luas reklame, ialng6 
-waktu 

pemasangan reklame dengan tarif sesuai Tabel Nilai

Strategis Reklame.

Pasal 14

Tabel perhitungan Nilai Strategis penyelengaraan reklame di Kabupaten Natuna adalah

sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan reklame dalam sarana pemerintah :

Per 1 (satu) muka reklame, per I\/r Luas Reklame dan per hari pemasangan

(Dalam rupiahPenuh)

NO KELOMPOK
Dipasang

Dalam
Gedung/
Ruangan

Dipasarg diluar gedungiRuangan dengan

Ketinggian

0.10-
10.00
M

10.01
20.00

M

20.01-
30.00

M

30.01-
40.00

M

Diatas
40M

I KAWASAN
A

1.700 3.600 4. i00 4.600 s.100 6.600

2 KAWASAN
B

1.500 3.400 3.900 4.404 5.900 5 400

J KAWASAN
C

1.300 3.200 3.700 4.200 4 700 5.200



b. penyelengg araanreklame Diluar sarana pemerintah :

Dipasang dlluar gedung I ruangan dengan ketinggian

No
Kelompok

Dipasang
dalam

gedung /
nrangan

0,10 -
10,00
M

10.01 -
20.00

M

20,01-
30,00

M

30,01 -
40,00

M

Diatas
40M

1 KAWASAN A r.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000

2 KAWASAN B 1 300 2.600 3.100 3.600 4 100 4.600

J KAWASAN C 1.100 2.200 2.700 3.200 3 700 4.204

(3) Tabel Nilai strategis Reklame di atas dapat berubah disesuaikan dengan kebutuhan dan

kondisi yang ada.

(4) Perubahan Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, ditetapkan

dengan keputusan BuPati.

Pasal 15

(1) Nilai jual obyek Pajak Reklame (NJOP) adalah keseluruhan pembayaran/

pengeluaian,biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggarara, YenB

mellputi muiai iari Uiayiyang bahan/materi, konstruksi sampai dengan reklame dengan

luas reklame tersebut terpasang.

(2) Nilai jual Obyek Pajak Reklame dihitung dengan mengalikan jumlah P"ku reklame
' ' 

Dengan luas Reklam. d.rgun tarip nilai jual sesuai tabel nilai jual berikut ini.

(3) Tabel Nilai jual ditetapkan sebagai berikut ,

No. Ukuran Luas Reklame NJOP Rata-Rata

A. REKLAME DI LUAR GEDLTNG
RUANGAN

I 0,10 M2 s/d 10,00 M2 RP.300.000,-

) 10.00 M'? s/d 30.00 M'z RP. 325.000,-

J. 30.00 M'zsid 50,00 M2 RP.350.000,-

4. 50.00 M2 s/d 100,00 M'? RP. 375.000,-

5. 100.00 M'zlebih RP.400.000,-

B REKLAME DI DALAM GEDLING I
RUANGAN

Semua Ukuran Rp. 325.000,-

(4) Tarip Nilai jual obyek Pajak Reklame (NJOP) bisa berubah apabila sudah tidak sesuai

dengan kebutuhan dan kondisi yang ada.

(5) perubahan NJOp seperti yang dimaksud pada ayat (4) pasal ini akan ditetepkan dengan

Keputusan BuPati.

Pasal 16

Penghitungan dasar pengenaan pajak, yaitu Nilai Sewa Reklame- adalah Nilai Stategis

Reklame ditambah dergan Nilai jual Obyek, yang ditetapkan sebagai berikut :



a. Nilai Strategis Reklame dihitung sebagai berikut :

Jumlah rnrlia reklame x luas reklame x jumlah hari pemasanganx tarip sesuai table Nilai

strategis
(1 tahun:365 hari)

b. Nilai jual Obyek Pajak Reklame (NJOP) dihitung sebagai : jumlah muka

reklame x luas reklame x tarip NJOP rataruta

Bagian kedua
Reklame Bukan Billboard

Pasal 17

(l) Penghitungan dasar pengenaan pajak reklame non billboard, yaitu Nilai sewa reklame

dikali Tarif Pajak :

Nilai sewa Reklame adalah Nilai jual Objek pajak x jumlah hari pemasangan.

(Z) Tabel reklame bukan billboard yang menggunakan Nilai jual Obyek Pajak adalah

sebagai berikut :

No Jenis Reklame
Nilai Jual Objek

Paiak
Ketentuan

Penvelenssaraan Reklame
Persentase

1 Rekl ame Spanduk/umbul-
umbul
ukuran minimal lm x lm

Rp. 20.000 / m2
Jangka waktu
penyel engg ar aafi maksimal
30 (tiga ouluh) hari

10 Yo

2. Reklame melekat (striker)
- ukuran diatas 50 cm2
- ukuran dibawah 50

cm2

Rp
Rp

fiA I cm2
3.0O0/lembar

- Setiap penyelenggaraan
maksimal 365 hari

- Sekurang-kurangnya 50

lembar setiap kali
penyel engg ar aan minimal
30 hari

2,5 yo

J. Reklame selebaran Rp. 3.000 / lembar
Sekurang-kurangnya 50

lembar setiap kali
penyelengg ar &afl minimal 3 0

hari

2.5%

4. Reklame berjalan / kendaraan Rp. 50.000 / m2
Jangka waktu
p enyel engg ar aan maksimal
365 hari

20%

5. Reklame Udara Rp. 50.000 Sekali peragaan, paling lama
30 hari

2A%

6. Reklame Suara Rp. 50.000 lmenit
Bagian yang kurang 1 menit
dihitung menjadi 1 menit
setiap kali penyel enggaraan
minimal 5menit/hari

20 Yo

7. Reklame Slide atau Film atau

multi media lainnya :

- Dengan suara
- Tanpa suara

Rp 10.000 / menit
5.000 / menitRp.

Jangka waktu minimal 10

menit / hari
15%

8. Reklame peragaan Rp. 50.0001Jam
Bagian yang kurang I jam

dihitung menjadi l jam setiap

kali penyelonggaraan
minimal 3 iamlhari

15%

9. Reklame Bersinar Rp. 10.000 / Jam

Bagian yang kurang l jam

dihitung menjadi l jam ' lOYo



(3) Tarif dan jenis pajak reklame bukan billboard sebagaimana yang dimaksud pada ayat

(2) pasal ini, aapat dirubah sesuai dengan perubahan yang ada di masyarakat dan

teknologi adverl ensi serta kebutuhan pemerintah'

Pasal 18

Jumlah pajak reklame terhutang baik untuk reklame billboard dan bukan billboard harus

diperhitungkan Pula :

t) Untuk reklame rokok besarna pajak ditambah \OYo (duapuluh persen).

2) Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkaiatau batas paling

luar dimana seluruh gu*brr, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada di dalamnya.

3) Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar,

kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan

horizontal, hingga merupakan empat persegi'

Apabila suatu reklame berhubung dengan sifatnya dapat digolongkan dalam lebih dari satu

\_ jenis reklame, pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang tarifnya paling tinggi'

BAB VII
PRO SEDUR PE}IYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 19

(1) Setiap pemohonan atau pemilik reklame mengisi formulir Isian Data Reklame (IDR)

secara benar.

(2) Untuk permohonan reklame billboard, pemohon harus melampirkan dengan gambal atal

denah iokasi dimana billboard akan diietakkan dan gambar atau "lay Outing" billboard

dalam skala kecil dari Konsultan Perencana.

(3) Sedangkan untuk reklame bukan billboard, cukup dengan mengisi IDR saja'

(a) Apabila pemilik reklame menyerahkan pengurusan reklame kepada pihak biro reklame

atau agefi,permohonan reklame harus melampirkan surat kuasa serta foto copy KTP atau

kartu identitas lain dari pemilik.

Pasal 20

(l) IDR beserta lampirannya seperti yang dimaksud pada pasal 19, disampaikan ke Dinas

Pendapatan Kabupaten Natuna untuk diproses pajak reklamenya.

(2) IDR diajukan sebelum reklame diselenggarakan atau dipasang.

Pasal 21

(1) Petugas Tim Penyelenggataan Reklame Kabupaten Natuna akan memeriksa berkas
' ' 

p*rr*t onu, p.ny 
"i"oggiluun 

reklame Baik dari segi kelengkapan, administrasi, teknis

dan lokasi yang diPasang.

(2) Apabila secara prinsip permohonan penyelengg.afaan diterima dan sambil memperoses
' ' 

perizinan, p.,u!u, dinut Pendapatan baetiti segera menetapkan pajak Reklame

terhutang.



Pasal22

(1) Petugas Dinas pendapatan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)' Surat
' ' 

Setoian pajak iu.r*h (SSPD), Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) dan permohonan

penyelengg araan Reklame yang sudah disetujui secara prinsip oleh Tim

Penyelenggaraan Reklame Kabupaten Natuna'

(2) Wajib Pajak membayar pajak reklame, Retribusi Izin penyelenggaraan-Reklame pada

Kas Daerah atau Bendah*i*unKhusus Penerimaan berdasarkan SSPD dan SSRD'

(3) Setelah menunjukan ssPD yang sudah ditanda tangani oleh Kas Daerah atau BKP,

Wajib Pajak mengambil Izin penyelenggaraan reklame'

Pasal23

Penyelengara reklame yang tidak memrerpanj ang izin
ZYo setiap bulan dihitung dari pokok yang terutang'

setelah jatuh tempo dikenakan denda

BAB VIII
SI S TEM PEM{.INGUTAN PAJAK

Pasal24

(1) Oleh karena penyelenggaraan reklame yang hanya sekali dalam suatu masa pajak dan

jumlah p*r*ohorrn penyelen ggaraanrekla*. baik billboard dan bukan billboard relatip

banyak, sistem pajak ditetapkan dengan Sistem SKP'

(2) Sistem SKp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disesuaikan dengan sifat

penyele r1ggaftan ieklame dan kebutuhan akan pengawasan dan penertiban reklame,

yaitu :

a. pada saat permohonan penyelenggaraan reklame disetujui, Wajib Pajak menerima

SKPD Final, yang dipasang, iiJentitas penyelenggaru, pajak terutang dan lain

sebagainya.

b. Apabila selama periode pemasangan atau penyelenggaraan reklame, tidak dilakukan

pengawasan atau penertiban r.tlu.. dan atau dilaksanakan pengawasan dan

penieriksaan lapangan tetapi hasilnya perhitungan pajak terutang sama dengan SKPD

Final, maka besarnya pajak terutang diangap benar'

BAB IX
TATA CARA PE}IYETORAN PAJAK

Pasal 25

(1) Jumlah pajak terutang sesuai dengan SKPD Final disetorankan ke Kas Daerah atau Bank

yang dituniut<, dalam"jangka wak]u 24 jamdengan mempergunakan Surat Setoran Pajak

Daerah (SSPD).

(2) SSPD yang sudah ditanda tangani dan dicap tertentu oleh Kas daerah atau bank yang

ditunjuk disampaikan ke Dipenda sebagai laporan'

(3) Keterlambatan penyetor pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2 Y' pet bulan

dari pokok paiik, p.ng.nuu, ienda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan

Pajak Daerah (STPD).

(4) Bentuk SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan'



BAB X
TATA CARAPELAPORAN

Pasal26

wajib Pajak sKP tidak diwajibkan menyampaikan SPTPD, tetapi cukup dengan

*.ryu*puikun SSPD yang sudah ditanda tangani dan dicap oleh Kas Daerah atau

Bendaharawan Khusus Penerimaan atau Bank yang ditujuk'

. BAB XI
PENAGIHAN PAJAK

Pasal2T

(l) Sepanjang tidak ada penambahan pajak terutang selama periode penyelenggataan

,.klurr.,SKPD Final rrduft dianggap benar dan tidak perlu untuk diterbitkan SKPD

Rampung-nya.

(2) Apabila terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat dari hasil kegiatan

p.ngu-urun dan penertiban reklame, Dinas pendapatan menerbitkan SKPD Kurang

Bayar.

(3) Mekanisme pengelolaan Ketetapan Pajak, seperti tindak lanjut penetapan pajak,

penagihan hasil penetapar\ pengajuan keberatan dan banding, pengurangan, penundaan

dun p.rgupusan pajak ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang

ada padi peraturarrDaerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pajak

Reklame.

BAB XII
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Pertama
Pengawasan Administratif dan Lapangan

Pasal 28

Pengawasan administratif dilakukan terhadap :

a. status penyelenggaraanreklame.

b. Kelas perusahaan jasa periklanan dan lingkup pekerjaan, apabila penyelenggatuan

reklame adalahj asa periklanan.

c. Penetapan, pembayaran, dan penagihan pajak Reklame yang terutang sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Pasal29

(1) Kegiatan pengawasan tlilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dengan dibantu oleh Tim

Penertiban Reklame Kabupaten Natuna.

(2) Setiap petugas pengawasan wajib melakukan pengawasan di lapangan terhadap

reklame yang akan dipasang (baru)

(3) pengawasan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal.ini setelah izin

AiU.rit u, oleh Dinas / Instansi terkait dilakukan untuk menilai sebagai berikut :

a. aspek dimensi atau ukuran bidang reklame, dan persyaratan ketinggian reklame.



b. lokasi penempatan reklame.

c. aspek pesan reklame yang disajikan pada bidang Reklame yang terpasang.

d. pencantuaman nama perusahaan jasa periklananlBiro Reklame pada sisi kanan

bawah bidang reklame.

(4) Pengawasan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan untuk

menilai hal-hal sebagai berikut :

a. pemilikan dan masa berlaku izin.

b. aspek dimensi atau ukuran bidang reklame dan persayaratan ketinggian reklame.

c. aspek lokasi penempatan reklame'

d. aspek pesan reklame yang disajikan pada bidang reklame yang telpasang.

e. aspek struktur konstruksi sarana reklame.

f. penempelan peneng atau tanda reklame yang terpasang.

g. pencantuman nama perusahaan jasa periklanan/Biro Reklame pada sisi kanan bawah

bidang reklame.

(5) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) pasal

ini diketemukan pelanggaran, petugas dinas luar atau petugas operasional wajib

melakukan pengusutan atas pel ang gat an tersebut.

(6) Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini

diketemukan data baru (novum), maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk

melakukan tagihan susulan.

Bagian Kedua
Penertiban

Pasal 30

(1) Penertiban reklame yang terpasang dilakukan terhadap :

a. Reklame terpasang tanpaizin

b. Reklame terpasang dengan izinyangtelah berakhir masa berlakunya.

c. Reklame terpasang tanpa paneng atau tanda reklame.

d. Reklame terpasang yangterdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin
yang diberikan, antara lain perubahan :

1)titik lokasi reklame

2)kontruksi reklame

3) ketinggian reklame

4) bentuk reklame

5)judul/teks reklame

6) luas reklame.

(2) Pelaksanaan penertiban terhadap reklame terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) pasal ini dilakukan oleh Tim Penertiban Reklame Kabupaten Natuna.

(3) Tim Penertiban Reklame Kabupaten Natuna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal

ini ditetapkan oleh Bupati.



Pasal 3 1

(l) Penertiban terhadap reklame terpasang sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1)

dilaksanakan dalam bentuk penyegelan dan atau pembongkaran.

(Z) Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan terhadap reklame terpasang,

penyelengg araanreklame terlebih dahulu diberikan surat peringatan ( I,IItr) dan Surat

Teguran dalam jangka wakru 7 x24 iam.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disiapkan oleh Dinas
pendapaian setelah dikoordinasikan dengan pihak dan Dinas/Instansi terkait.

(4) Penyegelan terhadap reklame terpasang dilakukan apabila :

a. penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban untuk mengurus izin atau

memperpanJang, teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disiapkan

oleh Dinas Pendapatan atas izin yang telah berakhir masa berlakunya dalam jangka

waktu yang ditetapkan dalam surat teguran.

b. Penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban untuk memasang peneng atau

tanda reklame pada reklame terpasang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam

surat teguran.

c. Penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan

perubahan reklame terpasang dengan izin yang diberikan dalam jangka waklu yang

ditetapkan dalam surat teguran.

d. Penyegelan disiapkan oleh Dinas Pendapatan atas nama Bupati dengan persetujuan

pihik ierkait, serta dilaksanakan dengan koordinasi antara Dinas Pendapatan dengan

Dinas / instansi terkait.

Pasal32

Reklame terpasang yang telah disegel, penyelenggara reklame yang bersangkutan masih

diberikan kesempatan untuk :

a. Mengurus izin ataumemperpanj angizinyang telah berakhir masa berlakunya.

b. Memasang tanda lunas pajak pada reklame terpasang'

c. Menyesuaikan perubahan reklame terpasang dengan izinyangtelah diberikan.

d. Melunasi seluruh Pajak Daerah beserta denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 33

(1) Apabila penyelenggara reklame terpasang tetap tidak melaksanakan ketentuan

sebagaimana dimaksud pasal 32 (d) maka reklame yang terpasang akan diterbitkan atau

dibongkar oleh Dinas Pendapatan atas nama Bupati'

(2) Pembon gkaranreklame terpasang harus berdasarkan Surat Perintah Pembongkatan yang

disiapkan oleh Dinas Pendipatan atas Nama Bupati, dan dilaksanakan secara koordinasi

arrtar a Di nas P endapatan dengan In stansi Terkait.

(3) Reklame beserta kerangka reklame terpasang yang dibongkar harus diambil oleh

penyelenggara reklame dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal

pembongkaran.

(a) Apabila penyelenggara reklame terpasang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana' - 
dimaksud pua, uiit g) pasal ini, maka reklame beserta kerangka reklame dimaksud

menjadi milik Daerah.



BAB )(III
KETENTUA}I LAIN-LAIN

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan

pemungutan akan ditetapkan tersendiri dalarn Keputusan tersendiri'

BAB )(IV
PENUTUP

Pasal 35

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai,

Pada tanggal Februari 2008

BUPATI NATUNA,

Drs. H. DAENG RUSNADI, M.Si

Diundangkan di Ranar
Pada tanggal Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H.ILYAS SABLI
Pembina Utama Muda

Nip. 080 220 8t5
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